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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pada dasarnya penyandang disabilitas fisik tetap dipertanggungjawabkan 

dalam hukum pidana, tetapi harus tetap dilampiri/disertai dengan surat 

pernyataan hasil pemeriksaan dari psikolog, psikiater, dokter kejiwaan, atau 

tenaga ahli profesional. Penegakan hukum pidana terhadap penyandang 

disabilitas fisik pada intinya sama dengan penegakan hukum pidana dengan 

pelaku tindak pidana yang tidak menyandang disabilitas pada umumnya, 

namun untuk pelaku tindak pidana disabilitas fisik perlu adanya 

pendampingan khusus/hak-hak khusus yang diperoleh pelaku disabilitas, 

seperti adanya penerjemah, juru bicara, pendamping dari SLB dan huruf 

timbul (braille), dimana pendampingan tersebut dilakukan sejak dari proses 

penyelidikan hingga peradilan.  

2. Selama ini yang menjadi hambatan/permasalahan dalam penegakan hukum 

pidana penyandang disabilitas, yaitu minimnya fasilitas dan belum ada 

pelatihan khusus bagi para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku 

penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut yang 
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menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum pidana penyandang 

disabilitas. 

B. Saran  

Berdasararkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut : 

Dari awal tahap penyelidikan oleh kepolisian hingga tahap pelaksanaan 

putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan bagi pelaku 

tindak pidana penyandang disabilitas, harus sudah disertai oleh surat keterangan 

dari dokter yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar mampu bertanggung 

jawab atau tidak, walaupun secara mental dianggap normal. Melihat dari hasil 

penelitian maka sekiranya: 

1. Aparat penegak hukum diberi pelatihan khusus seperti belajar memahami 

bahasa isyarat dan pemerintah khususnya Kemenkumham menyediakan 

penerjemah. 

2. Adanya saksi ahli yang berkenaan, yang disesuaikan dengan keadaan pelaku 

disabilitas, seperti saksi ahli dokter kejiwaan, psikolog, guru pendamping 

SLB, dll. 

3. Disediakan fasilitas tersendiri baik di lingkungan peradilan ataupun di lapas 

bagi tahanan disabilitas. 
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